SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG

KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA
UMUM BERUPA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN

Menimbang

BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati

Probolinggo dan Walikota Probolinggo dengan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Timur, dan
Kepolisian Resort Probolinggo, serta Kepolisian Resort
Probolinggo Kota tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan
Terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten
Probolinnggo Nomor: 181/01/426.31/2017, Nomor:
134.4/07/KS/425.011/2017, Nomor: 188/127/202.2/2017,
Nomor: B/51/1/2017 /Polresprobta tanggal 3 Januari 2017,
pasal 10 ayat 1 mengenai penerimaan retribusi parker di tepi
jalan umum secara berlangganan yang disetorkan secara bruto
ke RKUD masing-masing dengan komposisi 50% untuk
Pemerintah Kota Probolinggo dan 50% untuk Pemerintah
Kabupaten Probolinggo;

bahwa berdasarkan rapat rekonsiliasi bagi hasil penerimaan
retribusi  parkir berlangganan Kabupaten dan Kota
Probolinggo periode Desember 2018 pada tanggal 7 Januari
2019 bertempat di UPT PPD Provinsi Jawa Timur
Probolinggo, bahwasanya masih terdapat tunggakan bagi
hasil penerimaan retribusi parkir berlangganan untuk
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan proses link (on line)
luar Probolinggo bagian bulan Nopember s/d Nopember
2018. Telah ditemukan kelebihan penerimaan setoran link
(on line) luar Probolinggo pada Kas Daerah Kota Probolinggo
sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, segala akibat hukum yang
ditimbulkan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara
Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo sepanjang mengenai pungutan Retribusi
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yang telah terbayar pada
Tahun Anggaran berkenaan, perlu dilakukan pengembalian
kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 40578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan = Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
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8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016
Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELEBIHAN PENERIMAAN
DAERAH ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA UMUM
BERUPA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN
UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI PENGELUARAN
ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan, bahwa terdapat kelebihan
penerimaan daerah atas Retribusi Jasa Umum berupa Jenis Retribusi Pelayanan

Parkir Tepi Jalan Umum senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310), dengan ini memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk
melakukan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan
mengeluarkannya dari Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai
pengeluaran atas beban anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Demi dipatuhi dan dilaksanakannya Peraturan Walikota ini, segera setelah
dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ini
memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran agar melaksanakan
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya
tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Rekening Kas
Daerah Kabupaten Probolinggo AC. 01311-000-100.
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Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Pebruari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALABAGIAN HUKUM,
T ¥ §
/
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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